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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli menurut istilah adalah menukar barang dengan barang 
atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang 
satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
1
 Sedangkan jual beli 
(al-bay) secara bahasa artinya menjual, mengganti, dan menukar 
sesuatu dengan sesuatu yang lain, dikatakan ba’a asy-syaia jika dia 
mengeluarkannya dari hak miliknya ba’ahu jika dia membelinya dan 
memasukkannya ke dalam hak miliknya. Jual beli dapat diartikan juga 
tukar menukar harta dengan harta yag berbeda atau uang dengan cara 
saling menguntungkan dan dengan jalan yang teratur.
2
 
Sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli, 
diantaranya; Ulama Hanafiyah dan Imam Nawawi. Menurut ulama 
Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) 
berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara’ yang disepakati. 
Sedangkan menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta 
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dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang 
dan atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak 
milik atas dasar saling merelakan.
3
 
Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis 
kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan 
hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan 
yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-
Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan boleh 
dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga 
tertentu yang serupa. 
Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual 
beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun 
bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal 
tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam. 
Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan 
menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka 
memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan 
solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk 
memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan 
Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. 
Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan 
antar sesama manusia, antara lain kita kenal adalah jual beli. Jual beli 
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merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakatkan di 
kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan 
dasar yang cukup jelas dan tegas. Dalam jual beli ada satu sifat yang 
penting dan harus dipraktekkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah 
kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong 
pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada 
umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh 
keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit.
4
 
2. Hukum Perikatan Secara Umum 
Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda verbintenis. Perikatan 
artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal 
yang mangikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, 
misalnya jual beli, hutang piutang, dapat berupa kejadian, misalnya 
kelahiran, kematian, dapat berupa keadaan, misalnya perkarangan 
berdampingan, rumah susun. Peristiwa hukum tersebut menciptakan 
hubungan hukum.
5
 
Dalam hubungan hutang-piutang, pihak yang berhutang disebut 
debitur, sedangkan pihak yang memberi hutang disebut kreditur. Dalam 
hubungan jual beli, pihak pembeli berposisi sebagai debitur, sedangkan 
penjual berposisi sebagai kreditur. Dalam perjanjian kerja, pihak yang 
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melakukan pekerjaan disebut kreditur, sedangkan pihak yang 
berkewajiban membayar upah disebut debitur. 
Hukum perikatan diatur dalam Bab III KUH Perdata. Sebagian 
besar dari Buku III ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan 
atau perjanjian. Dalam ilmu pengetahuan hukum perdata perikatan 
diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau 
lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang 
satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.
6
  
Objek perikatan yaitu yang merupakan hak dari kreditur dan 
kewajiban debitur, yang menjadi objek perikatan yaitu prestasi atau hal 
pemenuhan perikatan. Macam-macam prestasi itu antara lain adalah:
7
 
a. Memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda 
dari debitur kepada kreditur seperti membayar harga dan lainnya. 
b. Melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah 
ditetapkan dalam perikatan (perjanjian), misalnya memperbaiki barang 
yang rusak.  
c. Tidak melakukan perbuatan, yaitu tidak melakukan suatu perbuatan 
seperti yang telah diperjanjikan, misalnya tidak mendirikan bangunan 
lainnya. 
Agar suatu prestasi dapat tercapai, artinya suatu kewajiban akan 
prestasi dipenuhi oleh debitur, maka prestasi harus memiliki sifat-sifat 
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Media Group, 2008), hal. 205 
18 
 
 
 
diantaranya ialah harus sudah tertentu atau dapat ditentukan, harus 
mungkin, harus diperbolehkan (halal), harus ada manfaatnya bagi kreditur. 
Subjek perikatan adalah para pihak dalam suatu perikatan, yaitu 
kreditur berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Apabila 
seorang debitur tidak memenuhi perikatan tersebut maka debitur disebut 
cidera janji (wanprestasi). 
Syarat sah suatu perjanjian atau perikatan diatur dalam pasal 1320 
KUH Perdata yang menentukan syarat sahnya sebagai berikut:
8
 
1. Adanya kesepakatan (toesteming/izin) kedua belah pihak. 
Kesepakatan yang dimaksud adalah persesuaian pernyataan 
kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. 
2. Kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan 
atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. 
Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan 
akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian 
haruslah orang-orang yang cakap dan wewenang untuk 
melakukan perbuatan hukum sebagaimana telah ditentukan 
oleh Undang-Undang. Orang yang cakap atau wewenang 
adalah yang dewasa, ukuran kedewasaan adalah telah berusia 
21 tahun dan telah kawin.  
3. Adanya suatu hal atau adanya objek perjanjian (onderwerp der 
overeentskoms). Dalam berbgai literatur disebutkan bahw yang 
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menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). 
Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa 
yang menjadi hak kreditur. Prestasi terdiri atas memberikan 
sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Misalnya, 
jual beli rumah yang menjadi prestasi atau pokok perjanjian 
adalah menyerahkan hak milik atas rumah tesebut.  
4. Adanya klausa yang halal (geoorloofde oorzaak). Dalam pasal 
1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (klausa 
yang halal). Dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutka 
klausa yang terlarang, yaitu suatu sebab terlarang apabila 
bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. Contohnya adalah apabila C menjual televisi 
kepada D, tetapi televisi yang dijual C adalah hasil curian. Jual 
beli seperti itu tidak mencapai tujuan pihak D karena D 
menginginkan barang yang dibelinya itu barang sah.  
3. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur’an, adapun dalil Al-Qur’an 
yaitu firman Allah : 
 
 َنِم ُنَٰطْيَّشلٱ ُُهطَّبَخَت َي ىِذَّلٱ ُموُق َي اَمَك َّلَِإ َنوُموُق َي َلَ اٰو َِب رلٱ َنوُلُكَْيَ َنيِذَّلٱ
  ِسَمْلٱ  ۚ  اٰو َِب رلٱ ُلْثِم ُعْي َبْلٱ َا َّنَِّإ ُولَاق ْمُهَّ َنِبِ َكِل َٰذ  ۚ  َمَّرَحَو َعْي َبْلٱ ُ َّللَّٱ َّلَحَأَو
 اٰو َِب رلٱ  ۚ  ُهَءاَج نَمَفۥ  ِه ِبَّر ن ِم ٌَةظِعْوَمۦ  ُهَل َف ٰىَه َتنٱَفۥ  ُُهرَْمأَو َفَلَس اَمٓۥ  َِّللَّٱ َلَِإ
  ۚ  ِراَّنلٱ ُب َٰحْصَأ َكِئَٰلوُأَف َداَع ْنَمَو  ۚ  َنوُدِل َٰخ اَهيِف ْمُه  
20 
 
 
 
Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syatian lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhan nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunu-
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah 
ayat 275).
9
 
Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi, tidak semua 
akad jual beli adalah haram sebagimana yang disangka oleh sebagian 
orang berdasarkan ayat ini. Firman Allah yang lain yaitu :  
 
 ٍضَار َت نَع ًةَرَِٰت َنوُكَت نَأ َّلَِإ ِلِطَٰبْلِٱب مُكَن ْ ي َب مُكَل َٰوَْمأ وُلُكَْتَ َلَ اوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ َي َٰيَ
 ْمُكن ِم  ۚ  ُفَنأوُل ُتْق َت َلََو ْمُكَس  ۚ اًميِحَر ْمُكِب َناَك ََّللَّٱ َّنِإ  
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 
diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa’ 
ayat 29).
10
 
 
Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara 
bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah bathil 
berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad 
yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena ada unsur riba atau 
jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti 
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minuman keras, babi, dan yang lainnya serta jika diakadkan itu adalah 
harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat 
di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta 
yang tidak boleh dijual-belikan. 
4. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya 
suatu pekerjaan. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat. Rukun 
jual beli ada tiga, yaitu : pertama, adanya kedua belah pihak yang berakad 
(aqidan); kedua, yang diakadkan (ma’qudalaih); ketiga, shigat (lafal)11. 
Oleh sebab itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad 
sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena bukan 
bagian dari barang yang dijual belikan yang didapati di luar, sebab akad 
akan terjadi dari luar jika terpenuhi oleh dua hal yaitu ijab dan qabul. 
Sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang berakad dan barang 
yang diakadkan, karena ta’mutakallim (yang berbicara) dalam ungkapan 
bi’tu menunjukkan kepada penjual seperti Kaf menunjukkan kepada 
pembeli, oleh sebab itu tidak ada perbedaan antara keduanya secara 
mutlak. 
Rukun-rukun ini syarat dan ucapannya jual beli adalah ijab seperti 
ucapan bi’tuka (saya jual kepadamu), dan mallaktuka (saya beri kamu hak 
milik) dan qabul seperti isytaraitu (saya beli), tamallaktu (saya jadikan ia 
hak milikku) dan qabiltu (saya terima). 
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Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya 
keberadaan hukum syar’i dan berada di luar hukum itu sendiri, yang 
ketiadaannya hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat 
menurut ulama ushul fiqh, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya 
tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, 
sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan 
hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri. Menurut jumhur ulama 
syarat jual beli ada empat, yaitu: akad, orang yang berakad, objek, nilai 
tukar pengganti barang.
12
 
 
B.  Etika Bisnis Islam 
Term “etika Islam” merupakan beberapa istilah lain yang semakna 
dengannya yang perlu dibahas dan diperbandingkan, agar diperoleh 
gambaran yang gamblang berkenaan dengan istilah yang diusung disini. 
Terma-terma yang populer di tengah masyarakat selain “etika” ialah : 
“etiket”, “moral”, dan “akhlak”, keempat istilah ini sering 
membingungkan dari itu perlu dibahas lebih rinci.
13
 
1. Pengertian Etika dan Etiket 
Sepintas terkesan kedua istilah itu sama, hanya terdapat perbedaan 
yang teramat tipis, yaitu ditempatkannya huruf “t” di akhir kata “etiket”, 
dan sebaliknya pada kata “etika” tanpa huruf “t”. sebenarnya bila diamati 
secara mendalam kedua istilah itu secara etimologis berasal dari akar kata 
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yang berbeda. Etika berasal dari bahasa latin ethicus dan dalam bahasa 
Yunani ethos, berarti filsafat moral atau ilmu tentang moral, dalam bahasa 
Inggris disebut ethic. 
Perbedaan etimologis ini juga berdampak pada kondisinya. Etika 
penekanannya pada hal-hal yang bersifat kajian teoritis filsafat maka 
lahirlah berbagai etika seperti etika ekonomi, etika bisnis, etika jurnalistik, 
dan lain-lain. Sedangkan etiket lebih bersifat praktis amaliah, karena itulah 
etiket diartikan sopan santun, tata krama, adat istiadat dan sebagainya. 
Etika dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan : (1) Ilmu tentang 
apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban; (2) 
Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3) Nilai 
mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. 
Sedangkan etiket yaitu (1) Secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan 
barang (dagangan) yang memuat keterangan (misalnya nama, sifat, isi, dan 
asal) mengenai barang tersebut; (2) Tata cara dalam masyarakat beradab 
dalam memelihara hubungan antara sesama manusia.
14
  
Penjelasan tersebut nampak jelas, meskipun kedua istilah itu tidak ada 
titik temunya yakni keduanya membicarakan perilaku manusia secara 
normatif, namun dari sudut ruang lingkup dan obyek kajiannya berbeda 
jauh, etika berkutat pada masalah teoritis konseptual, sementara etika 
terfokus pada implementasi praktis. 
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Etika dan etiket berbeda, sebagai contoh menghormati tamu 
merupakan kewajiban. Siapapun dan dibelahan bumi manapun, etika ini 
berlaku bahkan di kalangan kaum primitif sekalipun. Akan tetapi 
bagaimana tata karma dan sopan santunnya, hal ini terserah pada 
kesepakatan masing-masing kelompok masyarakat, inilah yang disebut 
etiket. 
Presiden Mesir Anwar Sadat bersama isterinya berkunjung ke Amerika 
Serikat dalam rangka penandatangan perjanjian damai dengan Israel tahun 
1977. Jimmy Carter bersama isterinya menyambut tamu agung itu dengan 
penuh kehormatan di gedung putih. Lantas kedua pasangan presiden itu 
saling berciuman sebagai tanda penghormatan, termasuk isteri Sadat, 
dicium oleh Carter. Adegan ciuman dua insan berlainan jenis itu langsung 
memicu kemarahan rakyat Mesir. Rakyat Mesir menuduh Sadat sudah 
kafir karena menyerahkan istrinya untuk dicium oleh Carter. Puncak 
kemarahan mereka terlampiaskan pada tahun berikutnya, dengan 
membunuh Sadat dalam suatu parade Militer.
15
 
Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa etiket yang dianggap amat 
mulia dan terhormat pada suatu masyarakat tertentu, seperti menyambut 
tamu dengan ciuman sebagaimana di Amerika Serikat itu bisa jadi di 
tempat lain pada masyarakat yang lain pula, hal serupa dianggap tabu 
bahkan penghinaan. Itulah yang dirasakan oleh orang Mesir ketika 
menyaksikan di layar televisi ibu negara mereka dicium Carter. 
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Etiket penyambutan tamu semacam itu tidak mustahil pada suatu 
waktu kelak akan berubah, tergantung kesepakatan masyarakat tersebut. 
Itulah yang dimaksud bahwa etiket itu bersifat temporal dan lokal 
sebaliknya prinsip-prinsip menghormati tamu sampai kapan pun di 
masyarakat mana pun tetap berlaku, inilah yang disebut etika. 
2. Pengertian Etika Bisnis Islam 
Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap 
perilaku bisnis tentang apa yang benar dan apa yang salah secara moral. 
Etika merupakan refleksi kritis atau proses menguji norma-norma moral 
seseorang atau suatu masyarakat untuk menentukan apakah norma-nomra 
tersebut masuk akal atau tidak. Etika bisnis Islam adalah aktivitas yang 
dilandasi oleh saling ridha dan rahmat antara penjual dan pembeli, dalam 
sebuak aktivitas di dalam sebuah pasar.
16
 
Agar etika bisnis dapat membantu manusia, khususnya para pebisnis 
agar mampu mengambil sikap yang dipertanggungjawabkan ketika 
menghadapi berbagai persoalan moral yang terjadi dalam proses bisnis
17
. 
Secara lebih khusus lagi makna etika bisnis menunjukkan perilaku etis 
maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu 
organisasi perusahaan. Etika bisnis bukan merupakan suatu etika yang 
berbeda dari etika pada umumnya dan etika bisnis bukan merupakan suatu 
etika yang hanya berlaku di dunia bisnis. Sebagai contoh, apabila 
ketidakjujuran dipandang sebagai perilaku yang tidak etis dan tidak 
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Kontemporer, (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2008), hal. 128-129 
26 
 
 
 
bermoral, maka siapa pun di dalam kegiatan usaha yang tidak jujur 
terhadap para pekerja, para pemegang saham, para pelanggan maupun 
pesaing, maka mereka dipandang melakukan tindakan yang tidak etis dan 
tidak bermoral. Selanjutnya, apabila perilaku mencegah pihak lain 
menderita kerugian dipandang sebagai perilaku yang etis, maka 
perusahaan yang menarik kembali produknya yang memiliki cacat 
produksi dan dapat membahayakan keselamatan konsumen, dapat 
dipandang sebagai perusahaan yang melakukan perilaku etis dan 
bermoral.
18
 
3. Pengertian Moral 
Moral berasal dari bahasa latin: moralis (mores) dari “mos moris” yang 
berarti kesusilaan, kebiasaan. Kondisi moral dikembangkan menjadi tiga, 
yaitu : (1) Ajaran tentang baik-buruk yang diterima umum mengenai 
perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti; (2) Kondisi mental yang 
membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, disiplin, dan 
sebagainya; (3) Ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. 
Penjelasan itu tampak sepintas moral sama dengan etika. Sebenarnya 
bila diamati lebih mendalam antara moral dan etika, etika dijelaskan lebih 
terfokus pada kajian-kajian teoritis filosofis dan etiket menyangkut 
implementasi terhadap teori yang telah ditetapkan dalam etika, maka 
moral menyangkut individu, artinya moral berhubungan dengan sikap, 
perilaku, kewajiban yang harus dilakukan seseorang, baik secara 
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individual maupun berkelompok. Moral lebih bersifat subyektif personal. 
Lahirlah dari sini istilah moralis bagi orang yang sangat mengagungkan 
etika dan sopan santun, sehingga segala sesuatu diukurnya dengan moral. 
4. Pengertian Akhlak  
Kata akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab “al-khulk” yang 
diartikan sebagai perangai, tabiat, budi peekrti, dan sifat seseorang. Akhlak 
seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang 
terkait sifat-sifat yang ada pada dalam dirinya.
19
 
Para ilmuwan pada umumnya memahami akhlak sama dengan etika, 
etiket, dan moral. Apabila diamati dengan seksama maka akan ditemukan 
bahwa etika, etiket, dan moral tidak sama denga akhlak. Perbedaan 
tersebut tidak sekedar perbedaan redaksional dan etimologis, melainkan 
sangat substansial. Sudut pandang etimologis menjelaskan akhlak berasal 
dari bahasa Arab sebagaimana telah dijelaskan, sementara tiga term 
lainnya berasal dari bahasa non Arab yaitu Latin dan Perancis seperti telah 
disebutkan di awal. 
Beberapa definisi dibawah ini akan memperjelas pengertian akhlak 
sebagai berikut : 
a. Ibrahim Anis : “akhlak suatu sifat yang sudah tertanam kuat di 
dalam diri. Maka dari situlah muncul perbuatan baik atau 
buruk secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan 
pertimbangan”. 
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b. Al-Imam al-Ghazali : “akhlak ialah sifat yang tertanam kuat di 
dalam diri. Muncullah perbuatan-perbuatan dengan mudah 
tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan, jika 
perbuatan yang keluar darinya baik, maka akhlaknya 
dinyatakan baik, sebaliknya jika perbuatannya buruk maka 
akhlaknya buruk”. 
c. Abd al-Karim Zaydan : “akhlak ialah seperangkat nilai dan 
sifat yang tertanam kuat di dalam diri. Seseorang dapat 
menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan, dari itu dia 
dapat memutuskan apakah akan terus melaksanakan perbuatan 
itu atau berhenti”.20 
Definisi akhlak jika diamati dengan seksama akhlak yang 
dikemukakan oleh para ahli itu terkesan tidak jauh berbeda dari konsep 
etika yang telah dijelaskan di atas. Namun, dalam pemakaian sehari-hari 
dan telah menjadi opini umum umat Islam bahwa yang disebut akhlak itu 
ialah perangai atau perilaku yang baik, sehingga bilamana ada seseorang 
yang berkelakuan tidak baik, maka dia dianggap tidak berakhlak. 
Pandangan semacam ini ada benarnya karena akhlak itu dilihat dari sudut 
akidah Islam siapa saja yang telah mempunyai akidah yang benar, tak 
mungkin berperilaku yang tidak baik. Perbedaan dasar pijakan itulah yang 
menyebabkan akhlak berbeda dengan etika dan moral. Kecuali itu ada lagi 
ciri utama yang dimiliki oleh akhlak yaitu merupakan sifat atau bagian 
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yang integral dalam diri pelaku sehingga akhlak tersebut sudah menjadi 
identitas baginya seperti jujur (al-amin) yang disandangkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. Sebelum diangkat menjadi Rasul kafir Quraisy 
memanggilnya si jujur. Gelar itu seakan-akan menyatu dengan dirinya 
sehingga bila ada yang berkata “si jujur datang” maka tidak lain 
maksudnya adalah Muhammad. Contoh lain, misalnya sifat “pemurah”. 
Sifat ini menjadi predikat seorang sufi bernama al-Hatim kemurahannya 
telah menjadi opini umum, sehingga bila ada yang menyangkalnya semua 
orang akan menolaknya. Selain sifat yang baik, juga ada yang memiliki 
sifat jelek, Akhthal misalnya, terkenal dengan penyair “hajja’i” (tukang 
ejek). Predikat ini melekat pada dirinya karena setiap kali bersyair dia 
mengejek, sehingga terbentuk opini bahwa dia adalah seorang tukang ejek 
atau sinis. 
Contoh diatas dapat disimpulkan bahwa yang disebut akhlak ialah 
bila sifat tersebut telah menjadi jati diri seseorang sehingga sifat tersebut 
akan mengejawantah ke permukaan secara spontan tanpa pemikiran dan 
pertimbangan sebagai telah disebutkan di dalam definisi tadi. Apabila sifat 
al-amin, pemurah, atau pengejek itu belum mendarah daging di dalam diri 
seseorang maka munculnya sifat-sifat tersebut dari dirinya tidak spontan 
melainkan setelah melalui pertimbangan, jika demikian dia belum dapat 
disebut si jujur, bermurah hati, atau melakukan ejekan. Akhlak secara 
umum bisa baik dan bisa pula buruk, akan tetapi bila sesudah kosakata 
“akhlak Islami” atau “etiket Islami” maka dapat dipastikan akhlak tersebut 
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adalah baik atau luhur. Maka jika demikian, akhlak Islami itu merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam bahkan boleh disebut 
menempati posisi kunci dan sangat substansial dalam tatanan ajaran 
tersebut. 
Terdapatnya perbedaan yang demikian besar berawal dari 
berbedanya dasar yang dijadikan pijakan. Etika, etiket, dan moral 
berdasarkan pemikiran rasional yang digali dan dikembangkan pra ilmuan 
dan ahli-ahli filsafat, maka akhlak berdasar wahyu yang langsung datang 
dari Allah tanpa dimodifikasi atau direvisi sedikit pun oleh siapa pun.
21
  
Akhlak sebagaimana dijelaskan di atas merupakan profil batin (jati 
diri) bagi manusia, itulah yang diistilahkan dengan khuluq, sementara 
profil lahir (postur tubuh) disebut khalq. Profil batin itulah yang dijadikan 
obyek dalam kajian akhlak. Pada titik ini, akhlak, etika, dan moral dapat 
bertemu yakni bertujuan menjadikan manusia insan-insan beretika, 
bermoral yang baik dan luhur. Namun dari aspek muatan, akhlak 
mempunyai spesifikasi sendiri yang berbeda dari dua term yang lain itu. 
Hal ini merupakan suatu keniscayaan sebagaimana telah dijelaskan. 
Terjadinya perbedaan yang mendasar diantara istilah itu ialah 
ketika masing-masing berdiri sendiri secara mutlak. Akan tetapi, apabila 
term etika itu, misalnya tidak berdiri sendiri, melainkan dibatasi dengan 
penambahan kosakata Islam lalu menjadi etika Islam, maka dengan 
sendirinya konotasinya akan mengacu pada ajaran Islam. Sebagai contoh, 
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etika Islam dalam berbisnis. Ungkapan ini bermakna bahwa bisnis yang 
dilakukan oleh seseorang itu ialah bisnis yang sesuai dengan etika dan 
norma-norma serta ajaran Islam. Hal ini tidak berbeda dari akhlak 
berbisnis yang dikembangkan dalam Islam. Adapun bila Islam ditempakan 
di belakang kosakata bisnis lalu ungkapannya menjadi etika bisnis Islam, 
ini mengandung konotasi bahwa yang Islam itu ialah bisnisnya, sementara 
etika yang mendorong dan memotivasinya bukan didasarkan pada Islam, 
melainkan etika lain, misalnya etika Barat yang bertumpu pada pemikiran-
pemikiran rasional bukan pada wahyu ilahi.
22
 
Etika yang menonjol dikalangan kaum kapitalis ialah bagaimana 
mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang 
sekecil-kecilnya. Konsep kepemilikan harta kekayaan tanpa batas. 
Sebaliknya, dikalangan kaum komunis yang berkembang ialah etika 
marxisme, dimana semua orang tidak mempunyai kepemilikan terhadap 
kekayaan, semua itu milik negara diatur oleh segelintir orang, para 
pemegang kendali kekeuasaan. Meskipun bisnisnya bersifat Islami, namun 
bila etika yang mendoronnya untuk bergerak tidak Islami, maka hasilnya 
tetap akan jauh dari ajaran Islam. Kurang bergairahnya para konglomerat 
muslim mengeluarkan zakat, infak, atau sedekah, pada umumnya berawal 
dari etik yang mendorongnya berbisnis. Apabila demikian hal yang paling 
utama untuk diislamkan itu ialah etiknya bukan bisnisnya. Bisnis 
diibaratkan air dalam kolam, sementara etiknya ialah saluran yang dilalui 
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air yang akan mengisi kolam itu, maka kalau ingin air yang diisikan ke 
dalam kolam itu tetap terjaga kebersihannya, tak ada jalan lain, kecuali 
salurannya harus selalu bersih. Tidak ada artinya kita selalu membersihkan 
kolam bila saluran yang dilalui air itu penuh kotoran. Amin Abdullah 
berhubungan dengan ini membedakan secara konsisten antara etika 
religious, yaitu etika yang berdasarkan kewahyuan, dan etika emosional 
atau filosofis yang berdasarkan pemikiran falsafati.
23
 
Etika bisnis Islam dapat diikhtisarkan oleh keempat aksioma etika, 
antara lain : tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas, dan 
pertanggungjawaban.
24
 Pertama, tauhid merupakan sistem etika Islam 
yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan, selalu 
tercermin dalam konsep tauhid yang hanya berhubungan dengan Tuhan. 
Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam memadukan disepanjang 
garis vertikal segi politik, ekonomi, sosial, dan religius dari kehidupan 
manusia menjadi suatu bulatan yang homogen. Secara logika tauhid 
memberi kenyataan bahwa umat manusia memiliki prespektif pasti yang 
berasal dari pengertian mendalam mengenai kesetimbangan ilahi antara 
Tuhan dan manusia. Kedua, kesetimbangan sebagai tambahan terhadap 
dimensi vertikal, al-adl yang dalam pengertian lebih mendalam 
menunjukkan suatu imbangan daya kesetimbangan adalah dimensi 
horizontal Islam. Eksistensi manusia itu sendiri membawa semua sifat 
dasar pemberi hidup ke dalam kesetimbangan yang berbeda, sehingga 
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setiap pengerusakan merupakan penghapusan kehidupan itu sendiri dan 
karenanya merupakan kejahatan yang nyata. Berikutnya, sifat 
kesetimbangan tidak hanya memperoleh, tetapi harus dicapai lewat upaya 
sadar bila sudah tak ada, bukan saja merupakan sifat saja tetapi merupakan 
suatu sifat dan juga suatu kebutuhan.
25
 Kesetimbangan harus terwujud 
dalam kehidupan individu kita. Hal yang paling dalam dari masing-masing 
individu, yang merupakan wadah kebenaran yang hidup secara vertikal 
disatukan dengannya sebagai suatu kebulatan yang homogen dan juga 
disetimbangkan sehubungan dengan manusia dalam kebulatan ini. 
Mengenai eksistensi sosial, menunjukkan tanggung jawab moral yang 
mengikat individu dalam masyarakat mana pun untuk menegakkan 
kesetimbangan yang baik dalam seluruh segi kehidupan manusia. Ketiga, 
kehendak bebas menurut Islam, manusia tidak diikat dengan takdir dalam 
arti harfiah. Setelah diberi kecakapan untuk memilih, memiliki kebebasan 
untuk menjadi seperti Tuhan untuk memanfaatkan kehendak bebasnya 
atau pun untuk ingkar kepada Tuhan. Kebebasan untuk menerima atau 
menolak apapun yang ada di bumi ini merupakan kelanjutan dari 
penerimaan manusia bahkan sebelum penciptaan akan beban yang tak 
seorang pun dapat memikulnya. Bila kebebasan manusia adalah 
pemberian Tuhan dan tiap individu bertindak sesuai dengan etika 
kebebasan ini, maka unsur paksaan yang timbul akibat penyesuaian antara 
kepentingan pribadi dan sosial semacam ini ada, maka konflik itu harus 
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dihilangkan untuk memenuhi kondisi suatu masyarakat Islam. Keempat, 
pertanggungjawaban menetapkan batasan mengenai yang bebas dilakukan 
oleh manusia dengan membuatnya bertanggungjawab atas semua yang 
dilakukan. Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip dinamis yang 
berhubungan dengan perilaku manusia. Manusia harus berkembang untuk 
mencapai kesempurnaan. Karakter khusus etika Islam sebagian besar 
bergantung kepada konsepnya mengenai manusia dalam hubungannya 
dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, alam dan masyarakat. Islam 
menunjuk manusia bebas yang bertanggungjawab untuk mewujudkan 
karakternya. Mengerahkan sepenuhnya kebijaksaan secara seimbang yang 
harus dibimbing dengan tujuan sadar.
26
 
Prespektif ini, perilaku manusia mendapat karakter baru yang di 
dalamnya dibebaskan dari rasa salah. Oleh kualitas khususnya, manusia 
disesuaikan dengan lingkungannya. Sebaiknya, konsekuensi dalam 
pandangan Islam manusia tidak dapat hanyut tanpa arah atau terasing dari 
lingkungannya. Pada waktu yang sama, perilaku egoisnya berkurang 
karena Islam menghendaki manusia agar peka terhadap lingkungannya, 
demi perbaikan yang tanggung jawabnya dipegang secara penuh. Tidak 
dibolehkan terikat pada tradisi, tak harus bertanggung jawab atas kejadian 
pada masa lampau yang dilakukan. Manusia melakukan sesuatu menurut 
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kesadarannya yang dalam akan sifat tegas tindakkannya dan rasa tanggung 
jawab.
27
 
5. Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam 
Kajian etika Islam menyangkut enam aspek,
28
 yaitu : Pertama, 
kerangka acuan yang terdiri atas tiga pokok bahasan yaitu Al-Quran, 
Sunnah, dan Ijtihad. Aspek-aspek tersebut akan dibahas terutama dalam 
membicarakan perlunya kembali menjadikan ketiga aspek itu sebagai 
pedoman yang hidup di tengah masyarakat. Apalagi Al-Quran dan Sunnah 
yang telah mendapat garansi dari Rasulullah bahwa siapa yang berpegang 
teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya. Begitu pun 
ijtihad suatu upaya dalam penyelesaian permasalahan yang tidak tertuang 
secara explicit di dalam Al-Quran dan Sunnah. 
Kedua, pembahasan tentang landasan dogmatis bagi etika Islam, dalam 
hal ini ada tiga aspek yang dikaji yaitu : akidah, akhlak, dan ibadah. 
Unsur-unsur ini sangat penting untuk dikaji karena berimplikasi besar 
dalam kehidupan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, 
setiap orang harus memilikinya secara benar dan kehidupannya di muka 
bumi ini. Hal ini tidak terkecuali para manajer, atasan, maupun bawahan. 
Ketiga, membahas tentang manajemen Islami. Ada empat topik yang 
dibahas yaitu iman, leadership (kepemimpinan), manajerial, dan 
administrasi. Topik-topik ini perlu dibahas menurut pandangan Islam. Lalu 
untuk mempertajam analisis dilakukan perbandingan dengan manageman 
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secular. Kajian semacam ini diperlukan agar para manajer memahami 
manajemen Islami itu dengan baik, pada saatnya kelak dapat memanej 
bisnisnya secara Islami sesuai kerangka Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad 
yang didasarkan pada landasan akidah, akhlak, dan ibadah sebagaimana 
telah diuraikan di atas. 
Keempat, jati diri manajer muslim. Bagian ini membahas ciri-ciri 
manajer muslim. Uraian ini sebagai lanjutan dan sekaligus penunjang 
untuk terwujudnya sebuah sistem manajemen Islam yang mantap dan 
kokoh. Beberapa sifat utama seorang manajer harus dimiliki oleh mereka 
yang akan menduduki jabatan itu, seperti cakap dan mampu, professional 
dan panutan. Sifat-sifat utama ini perlu dibahas dengan rinci agar seorang 
manajer mempersiapkan dirinya sebaik mungkin sebelum menduduki 
jabatan yang dipercayakan kepadanya. 
Kelima, pokok bahasan ini membicarakan sitem ekonomi Islami. 
Secara jelas menggugah pakar dan pelaku ekonomi bahwa sistem ekonomi 
yang selama ini dikembangkan telah gagal mengantarkan umat untuk 
mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.
29
 Ada sistem yang 
dapat menjembatani jurang yang menganga antara dua sistem ekonomi 
kapitalis dan marxsime, itulah sistem ekonomi Islam atau disebut sistem 
ekonomi Islamisme. 
Sistem tersebut dibahas secara detail, agar diperoleh gambaran yang 
jelas tentang ekonomi Islamisme. Pakar ekonomi dan pelaku ekonomi 
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akan memahami pola dan sistem yang dikembangkan dalam ekonomi 
Islam. Akhirnya secara bertahap akan terjadi perubahan yang signifikan 
dalam pola pikir mereka dan pada gilirannya akan memberikan dan 
meningkatkan kesejahteraan umat secara merata. 
Keenam, membicarakan aplikasi taqwa dalam berbisnis. Topik ini 
membahas bagaimana berbisnis secara Islami. Pengertian taqwa dan 
aplikasinya dalam berbisnis. Taqwa merupakan kunci sukses dalam 
berbisnis dunia dan akhirat. Suatu bisnis dikatakan sukses tergantung pada 
sejauh mana seseorang mendapatkan kepercayaan dari para stakeholder-
nya serta pihak-pihak yang kompeten di dalamnya. Berangkat dari 
kenyataan yang demikian maka kajian tentang aplikasi taqwa dalam 
berbisnis menjadi amat penting, apalagi bagi seorang manajer atau 
penjabat-penjabat yang memegang kendali suatu perusahaan. 
Etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang 
berlandaskan pada Al-Quran, dan Hadist, sehingga dapat diukur aspek 
dasar yang meliputi kesatuan (unity), keseimbangan (keadilan), kehendak 
bebas, pertanggungjawaban, kebenaran: kebajikan dan kejujuran.
30
 
1. Kesatuan (unity) 
Kesatuan yang dimaksud terefleksikan pada konsep tauhid yang 
memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam 
bidang ekonomi, politik, sosial dan keseluruhan yang homogeny serta 
mementingkan konsep konsistensi dan keterusan yang menyeluruh. 
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Konsep ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan 
sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka 
etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, 
membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. 
2. Keseimbangan (keadilan) 
Aktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk 
berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. 
Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal 
ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada 
alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta 
mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Demikian 
keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis 
mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. 
3. Kehendak Bebas 
Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis 
Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. 
Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang, disini kepentingan 
individu dibuka lebar dengan mendorong manusia untuk aktif berkarya 
dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Sampai pada 
tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi 
arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di 
muka bumi. Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia 
mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk 
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menepati janji atau mengingkarinya. Tentu saja seorang muslim yang 
percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang 
dibuatnya. 
4. Pertanggungjawaban  
Bebas tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil, lantaran tidak 
menuntut tanggung jawab. Menurut Al-Ghozali, konsep adil meliputi 
hal kesetimbangan tapi juga keadilan dan pemerataan. Upaya 
memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu 
mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah menekankan konsep 
tanggung jawab moral tindakan mamusia. Menurut Sayyid Qutub 
prinsip pertanggungjawaban Islam adalah pertanggungjawaban yang 
seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan 
raga, antara orang dan keluarga, individu dan sosial antara suatu 
masyarakat dengan masyarakat lainnya. 
5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran  
Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran 
lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan 
kejujuran. Konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap 
dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses 
mancari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam 
proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Adapun kebijakan 
adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang dapat memberi 
keuntungan terhadap orang lain. Al-Quran memiliki prinsip kebenaran 
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yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari 
penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau 
transaksi bisnis. Termasuk ke dalam kebajikan bisnis adalah sikap 
kesukarelaan dan keramahtamahan. Suka rela dalam pengertian, sikap 
suka rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, 
kerjasama atau perjanjian bisnis. Hal ini ditekadkan untuk menciptakan 
dan menjaga keharmonisan hubungan serta cinta mencintai antarmitra 
bisnis. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis 
yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam 
khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah. Prinsip kebenaran ini 
maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap 
kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan 
transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Sikap kebenaran, 
kebajikan dan kejujuran demikian maka suatu bisnis secara otomatis 
akan melahirkan persaudaraan dan kemitraan yang saling 
menguntungkan tanpa adanya kerugian dan penyesalan. 
 
C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat  
1. Pengertian Monopoli 
Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang 
dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu 
kelompok pelaku usaha. Monopoli biasanya mengacu pada penguasaan 
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terhadap penawaran dan harga. Monopoli sempurna terlihat bila 
sebuah perusahaan tunggal memproduksi suatu komoditi yang tidak 
dikeluarkan oleh perusahaan lainnya. Elastisitas permintaan dengan 
demikian membuat permintaan silang sebuah perusahaan monopoli 
adalah kecil.
31
 
Perbedaan antara monopoli dengan bentuk persaingan lain adalah 
bahwa monopoli dapat menetapkan harga pasar untuk hasil 
produksinya, karena merupakan produsen tunggal untuk jenis barang 
tersebut. Memaksimumkan keuntungan, akan menetapkan harga 
barang menurut kehendaknya dan menentukan agar penjualan 
sejumlah barang menurut kehendaknya dan menentukan agar 
penjualan sejumlah barang dengan harga tertentu menghasilkan 
keuntungan bersih yang maksimum. Pemilik monopoli yang 
mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga terhadap barang 
produksinya dan juga output-nya tergantung pada suatu batas tertentu. 
Perusahaan yang memiliki kekuasaan seperti ini tidak terdapat dalam 
perusahaan yang menjalankan sistem persaingan sempurna. Harga 
yang ditentukan oleh pihak yang menjalankan monopoli jauh lebih 
tinggi dibandingkan jika berada dalam pasar persaingan sempurna. 
Adanya motif untuk memaksimumkan keuntungan, maka 
perusahaan monopoli akan mewujudkan suatu fenomena anti sosial 
karena walaupun sumber ekonomi dalam jumlah permintaan banyak, 
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hanya monopoli yang mendapatkan keuntungan sedangkan konsumen 
tidak mendapat keuntungan. Bila menganut monopoli benar-benar 
telah dipengaruhi oleh semangat Islam, sudah tentu tidak lagi 
meneruskan dasar pemaksimuman keuntungan karena dasar ini tidak 
terdapat dalam prinsip Islam. Pertama, karena pemaksimuman 
keuntungan dalam perdagangan dianggap tidak bersikap Islam. Kedua, 
dasar pemaksimuman keuntungan akan menyebabkan kerugian bagi 
masyarakat, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui 
aktifitas monopoli ini. Jika monopoli juga merupakan monopsoni dan 
menurunkan harga faktor produksinya, maka akan meninggalkan dasar 
tersebut setelah dipengaruhi oleh semangat Islam. Hal ini disebabkan 
monopoli bukanlah dasar yang diajarkan oleh Islam, demikian juga 
halnya dengan sikap mengeksploitasi konsumen dengan menetapkan 
harga yang tidak adil. Monopoli dapat menciptakan biaya produksi 
yang lebih rendah dibandingan dengan perusahaan persaingan 
sempurna disebabkan oleh sistem ekonomi terbatas yang dilaksanakan 
dalam perusahaan monopoli.
32
 
Pelaku monopoli dapat berpuas hati dengan mendapatkan 
keuntungan yang lebih rendah dari perusahaan persaingan sempurna 
karena keuntungan yang diperoleh dari monopoli tidaklah sebanyak 
yang didapatkan oleh perusahaan persaingan sempurna. Monopoli 
dapat memperbaiki mutu barang produksinya yang dalam pasar 
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persaingan sempurna hanya akan dilakukan dengan cara menaikkan 
harga disebabkan biaya tambahan untuk memperbaiki mutu barang 
produksinya adalah tinggi karena biaya produksi persaingan sempurna 
yang kecil. Selain dapat menghapuskan sifat anti sosial yang terdapat 
dalam monopoli, pengaruh Islam yang diterapkan dalam monopoli 
akan dapat membantu masyarakat dengan lebih baik dibandingkan 
dengan perusahaan dalam persaingan sempurna. Persoalan yang lebih 
penting sehubungan dengan pengaruh semangat Islam atas monopoli 
terletak pada perlu tidaknya monopoli dihapuskan atau sebaliknya. Hal 
ini karena kebanyakan monopoli sebenarnya dibentuk dan 
dipraktekkan dalam bentuk yang sudah tidak murni lagi melalui kaidah 
yang tidak adil.  
Satu-satunya jenis monopoli yang timbul dan diterapkan tanpa 
dipengaruhi oleh unsur lain disebut monopoli murni. Monopoli jenis 
ini jarang terdapat dan kebanyakan berbentuk pelayanan perseorangan 
yang bersifat khusus dan menghasilkan barang yang sukar ditemukan 
dan diproduksi. Misalnya dokter spesialis atau penjual permata yang 
susah ditemukan. Pengaruh semangat Islam akan menghancurkan 
sistem monopoli dan menciptakan suasana persaingan dalam 
kehidupan perusahaan, dengan syarat monopoli itu sudah tidak murni 
lagi dan dijalankan tidak mengikuti secara agama Islam. Monopoli 
yang diterapkan terdahulu akan kehilangan ciri anti sosialnya dan akan 
menggunakan pasar demi kebaikan masyarakat. Persoalan yang 
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demikian, harga barang produksi tidak akan lebih tinggi dibandingkan 
dengan barang produksi perusahaan yang menggunakan sistem pasar 
sempurna. Demikian juga dengan output-nya tidak akan lebih kecil 
dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan pasar 
sempurna.
33
 
Kurangnya pengetahuan mengenai keadaan pasar dan biaya 
pengangkutan yang tinggi akan menyebabkan produsen dapat 
melaksanakan diskriminasi dikalangan para konsumen atau penjual. 
Permasalahan ini merupakan suatu hal yang mustahil untuk 
dilaksanakan dalam pasar persaingan sempurna. Diskriminasi harga, 
perbedaan produksi dan iklan yang menarik akan menyebabkan 
perusahaan berada dalam kedudukan separuh monopoli. Pelayanan 
ketidaksempurnaan dalam pasar akan mewujudkan pelayanan yang 
tidak produktif jika upah yang dibayarkan oleh majikan tidak 
sebanding dengan tenaga kerja yang digunakan. Produsen memiliki 
kekuasaan untuk mengubah upah tersebut dengan cara menambah atau 
mengurangi jumlah buruh yang bekerja padanya. Perusahaan jika di 
bawah persaingan tidak sempurna dipengaruhi oleh semangat Islam, 
maka tidak akan mencari peluang untuk melakukan eksploitasi. 
Monopoli mempunyai kekuatan yang lebih dari persaingan sempurna 
dalam mengubah penawaran yang sesuai dengan perasaan keadilan, 
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yang dapat menurunkan harga dan menambah jumlah barang 
produksinya sebanyak mungkin. 
2. Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha 
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan 
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum 
atau mengahambat persaingan usaha.
34
 
Dapat dipahami dari pengertian tersebut bahwa persaingan yang 
dilakukan oleh antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 
usahanya dilakukan dengan cara yang tidak jujur serta melanggar 
hukum, akibatnya akan menghambat persaingan usaha secara sehat. 
Adanya persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak dari 
persaingan usaha. Persaingan usaha juga memicu beberapa kondisi 
yang mengarah pada hal-hal negatif, salah satu contohnya yaitu apabila 
suatu persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, yang 
bertentangan dengan kepentingan umum. Persaingan dianggap sebagai 
kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun. 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator 
untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat
35
, yaitu: 1) 
Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur; 2) Persaingan 
usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum; 3) Persaingan 
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usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan 
diantara pelaku usaha. 
Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat diartikan  
sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, tidak 
melakukan kejujuran di dalam usahanya. Misalnya dalam persaingan 
usaha furniture, para pelaku usaha telah bekerjasama dengan pemasok 
kayu untuk menjual kayu tersebut hanya kepadanya. Sehingga para 
pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan bahan kayu yang dibutuhkan. 
Perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, 
karena praktek bisnis atau persaingan usaha yang dilakukan secara 
tidak jujur dapat mematikan pesaing yang sebenarnya ataupun 
merugikan perusahaan pesaing secara tidak sehat dan juga dapat 
merugikan konsumen. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara 
melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam 
menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
atau tidak. 
3. Asas dan Tujuan 
Upaya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di tanah air 
didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa 
memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. 
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Adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.
36
 
a. Asas Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa pelaku usaha 
di Indonesia dalam menjalankan keseimbangan antara kepentingan 
pelaku usaha dan kepentingan umum. 
b. Tujuan dibentuk UU Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa 
tujuan dibentuknya UU ini adalah sebagai berikut : 
1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi 
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya 
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha 
besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; 
3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan  
4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 
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4. Oligopsoni 
Oligopsoni adalah bentuk pasar yang barangnya dihasilkan oleh 
beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai 
konsumen. Contohnya adalah Telkom yang merupakan perusahaan 
pembeli infrastruktur telekomunikasi seluler. Perusahaan sebagai 
pembeli barang tersebut akan membeli barang dengan kualitas dengan 
harga yang bersaing. Produsen tidak bisa mengontrol harga kecuali 
bisa memproduksi barang dengan kriteria tertentu tidak mampu dibuat 
oleh prosdusen lain. 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan 
Persaingan Ushaa Tidak Sehat disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) 
bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan 
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.  
Kelebihan oligopsoni yaitu penjual lebih beruntung karena bisa 
pindah ke lain pembeli dan pembeli tidak bisa seenaknya menekan 
penjual. Kekurangan oligopsoni yaitu bisa berkembang menjadi pasar 
monopsoni bila antarpembeli bekerjasama dan kualitas barang kurang 
terpelihara. 
5. Sanksi Bagi Pelaku Usaha 
Banyaknya kejadian monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
yang terjadi di masyarakat, yang merugikan para pelaku usaha lainnya 
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serta konsumen. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 
sanksi/hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, 
sanksi yang diberikan berupa tindakan administratif, pidana pokok dan 
pidana tambahan. Pasal 47 ayat (1) bahwa komisi berwenang 
menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini: (2) bahwa 
tindakan administratif sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
berupa
37
 : 
a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau 
b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau 
c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang 
terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan 
persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan 
atau 
d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan 
posisi dominan; dan atau 
e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau pelaburan badan 
usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28; dan atau 
f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau 
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g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua 
puluh lima miliar rupiah. 
Pasal 48 UU No.5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengenai Pidana Pokok Pasal 48 ayat 
(1) bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ketentuan Pasal 4, 
pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, 
Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-
rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan 
setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 
pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan; 
ayat (2) bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 
Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau pidana 
kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan; ayat (3) 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 UU ini diancam denda 
serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah), atau 
kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan. 
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Pidana 
Tambahan. Menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang 
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Hukum Pidana, terhadap pidana sebagimana diatur dalam Pasal 48 
dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa : 
a. Pencabutan izin usaha; 
b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan 
direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan 
selama-lamanya 5 (lima) tahun; dan  
c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan 
timbulnya kerugian pada pihak lain. 
 
D. Penelitian Terdahulu  
Skripsi saudara M. Sigit Nur Cahyo. Prodi Hukum Ekonomi 
Syariah IAIN Tulungagung (2014). Judul “Dampak Usaha Peternakan 
Ayam Petelur Ilegal dalam Prespektif UU No. 32 Tahun 2009 dan Fiqg 
Bi’ah (Studi Kasus di Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten 
Tulungagung)”.38 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak usaha 
peternakan ayam peternak petelur illegal yaitu bau yang tidak enak, bulu 
dan debu yang berterbangan kepemukiman warga yang dapat 
mengkibatkan flu dan batuk, banyaknya lalat dan nyamuk dan pencemaran 
air. Dalam hukum lingkungan adanya usaha peternak ayam petelur illegal 
(tanpa izin) bahkan mengakibatkan perusakan lingkungan itu melanggar 
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup yang dapat dikenakan sanksi. Sedangkan dalam Fiqh 
Bi’ah barang yang melakukan perusakan alam lingkungan hidup sama 
dengan halnya dengan kafir terhadap kebesaran dan ingkar terhadap 
seluruh nikmat Allah. 
Skripsi sudara Wildan Miftahul Ulum. Prodi Muamalah IAIN 
Purwokerto (2017). Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 
Telur Puyuh Khatetan (Studi Kasus Peternakan Puyuh di Desa 
Karangsalam Kemrajen Banyumas)”.39 Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa masyarakat Karangsalam memiliki kebiasaan menjual telur puyuh 
dengan cara “khatetan” yaitu cara penjualan telur dengan karton tempat 
telur yang diikat dengan tali. Praktek jual beli ini memiliki resiko 
kecurangan yang cukup besar, karena dalam satu ikat telur tersebut 
biasanya tidak ada lagi pengecekan apakah semua butir telur dalam 
keadaan baik ata tidak, atau setiap tingkatan karton tersebut berisi telur 
penuh apa tidak. Hal demikian apakah boleh atau tidak menurut hukum 
Islam dan bagaimana praktek jual beli tersebut dalam muamalah.  
Skripsi saudara Lailatun Ni’mah. Prodi Muamalah UIN Walisongo 
Semarang (2016). Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual 
Beli Telur Puyuh dengan Syarat (Studi Kasus di Desa Mijen Kecamatan 
Kebonagung Kabupaten Demak)”.40 Hasil penelitian menyimpulkan 
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bahwa praktek jual beli telur puyuh secara umum sudah memenuhi rukun 
dan syarat. Namun muncl permasalahan dalam hal ksepakatan harga oleh 
pihak penjual (peternak) dan pembeli (penyedia pakan). Harga yang 
ditetapkan pembeli telur puyuh dibawah harga pada umumnya. Dalam 
tinjauan hukum Islam terdapat unsur-unsur pemberian syarat, jual beli 
semacam itu dikategorikan sebagai bentuk riba nasiah. Riba nasiah ialah 
pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. 
Praktek jual beli dengan syarat seperti ini dilarang oleh Nabi dan terdapat 
unsur kemudharatan. 
Skripsi saudara Afifatuzahrok. Prodi Hukum Ekonomi Syariah 
IAIN Tulungagung (2018). Judul “Jual Beli Telur dengan Timbangan 
Digital ditinjau dari UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Bintang Barokah Desa 
Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”.41 Hasil penelitian 
menunjukkan praktek jual beli telur ayam dengan timbangan digital pada 
UD. Bintang Barokah di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten 
Blitar, dapat merugikan konsumen atau pembeli. Hasil standartisasi 
timbangan yang semestinya digunakan dan telah SNI, yang digunakan 
penjual jarang diperbaharui sehingga ketika digunakan mengalami 
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kekurangan beban muatan yang tidak sesuai dengan standartrisasi yang 
telah berlaku. Tinjauan hukum UU No. 08 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat 1 poin c, disitu dijelaskan 
bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau memproduksi barang 
dan atau jasa yang tidak sesuai dengan takaran, timbangannya jumlah 
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Tinjauan hukum Islam 
mengenai praktek jual beli yang dilakukan oleh UD. Bintang Barokah 
tidaklah diperbolehkan karena takaran yang digunakan tidak sesuai dengan 
standatrisasi yang telah diatur di Indonesia. 
Skripsi saudara Ziyadatur Robihah. Prodi Hukum Ekonomi Syariah 
UIN Sunan Ampel Surabaya (2017). Judul “Tinjauan Hukum Islam 
terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh (Studi Kasus di Desa Gedangan 
Sidayu Gresik)”.42 Hasil penelitian di dalam praktek jual beli telur puyuh 
di Desa Gedangan Sidayu Gresik bahwasanya tengkulak berbuat curang 
terhadap peternak dengan berbohong mengenai kenaikan harga di pasar. 
Ketika harga telur puyuh mengalami kenaikan, tengkulak hanya membayar 
setengah saja, dan membayar sisanya saat penyerahan telur berikutnya. 
Pada hari berikutnya tengkulak tidak melunasi sisa pembayaran dan malah 
membayar telur setengah lagi dan hal ini berkelanjutan sampai harga 
turun. Pada saat harga turun tengkulak melunasi semua sisa pembayaran 
kepada peternak telur dengan menggunakan harga saat turun. Sehingga 
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jual beli yang demikian terdapat unsur gharar sehingga jual belinya 
menjadi batal. 
Bahwasanya permasalahan yang peneliti temui terhadap Praktek 
Jual Beli Telur Puyuh yang ada di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi 
Kabupaten Blitar adalah peternak telur puyuh yang tidak memiliki 
langganan tengkulak akan dicurangi oleh tengkulak dalam menimbang 
telur puyuh dan peternak telur puyuh yang memiliki langganan terkadang 
tengkulak memberi harga semaunya sendiri yang tidak sesuai dengan 
harga yang ada di pasaran. Antar tengkulak yang satu dengan yang lainnya 
sudah membuat peraturan bahwa mereka akan mencurangi peternak telur 
puyuh yang tidak menjadi langganan mereka, hal itu dilakukan agar 
mereka menjadi langganan tengkulak tersebut dan dapat memenuhi target 
telur puyuh yang akan dikirim keluar kota. 
 
 
 
